
SALINAN

EI.J.JAII BADT'NG
PR(}VINSI BAU

PERATTJR.AI{ BIJPATT BAD1JNC
NOMOFI 8 TAHT'N 2022

lEI{IANG

TATA CARA PENGANGC}ARAH, PEI.AKSANAAN DAN PTNATAUSAI{AAN,
PERTANOGUNG'AWABAN DAI'I PEL/4.PORAH SERTA MOMTORING DAN EVAIIJASI

HIBAH DrlI BAI.TTUAII SOSIAL

Menimbang

DENGAN RAHMAI' TI,,}IAN YANG MAIIA EsA

BUT'1\TI BADUNG,

: bahwa untuk rnelakeanakan ketentuan Lampiran Bab II
huruf D.2.e angka 9) dan Bab II huruf D-2-f angka 19)

Peraturan Menteri DataE Negwi Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedomrur Teknis Pengelolaan Keuaugan Daerah'
pcrlu Eenetapkrfl Peraturan Bupati tcntang Tata Cara
Penganggaran, Pelakeanaan dan Penatausabaan'
Pertangggngl'awalran dan PeLaporan e€rfa Monitoring dart
Evaluasi Hibatr dtra Bantuan Sosial;

Menginpt 1. Paml 18 ayat (6| Undang-Undaag Dasar Negara RepuUfk
lndonesia Tahua 1945;

2. UDda[g-Udang Nomor 69 Tehun 1958 tdrtslS kmbentukaIr
Daerab-daerah Thgkat II DaLam Wilayab Daerah{acrah Tingkat
I Bali, Nusa llenggara Ba.rat tran Nusa TEtrgara Timur
(tembaran Negrua Republik ladonesia Tahun 1958 Nomor 122'
Tsmbahan Lembaran Negere Rcpublik Iadoacsia N@or f6551;

3. Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2Of 1 teutong FeBbent*en
Peratura.n Peru:rdorg-undsl*an flembaran Negara Reprrblllt
lndorrceia Tahun 2O11 Nonor 82, Tambalnn L€fibaran Negata
Republik lndorcsia Nomor 5234) scbsgaimaaa telah diubah
drngan Uadar€.-Undqng, Nonor l5 Tabuo 2oLg tllo'talag
perufahtr Atas lJ'rdorrg-{hdgt8 Nooor 12 Tahrm 2011 tenteng
Pembentutan ltratffarr Perundang-undangaa fl,Gnbaran
Nesara Repubtik Indooesie Talun 2019 Nomor 183' Tembabsa
tritaran-waEe.fr R.publlk lndoneoLa Nomot 639Elt

4. UndanS-UDdarU Nouor 33 Tahun 2014 tcnrstrg Femcrinlghan
Dasrah- {Lemberrn Ne&ra Repub[k Indocsb Tehun 2014
Nomor 244, Tanrbahaa ktrbatsn Nqara RepubIk Indoneeia
Nomor 5587) sebagaimana tcleh diubab beberepa kell, terakhlr
dengan Undang-Undaag Nomor 1 Tahun, 2022 tcatang
Huu:ungrn KrirangAn Antare Femerbtah Pusat dsn
pemerintalan tlmreh (Lembf,ralr Negara Repub[h lndoacsia
Tuhun 2022 No(nor 4, thBbhsn Lco.bsxen Nqara llepuhlik
Indoncsia Noacr 6757f;

5- Penturan Pcardntah Nomor 2 Tatrun 2012 tcntarg Hibah
Daenh (I*obanrn Negara Rcpub$k lodo@cia Talua 2OI2
Nooor 5, Tambeban Lobstsn Negara Republik Indorfsia
Nomor 52?2h

t



Menetapkan

z

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penge lolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Negara Republik
Indonesiq Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri [slnm l{gggri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesiia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagnim la telah diubah
dengan hraturan Menteri palpm frfpgsfi Nomor 120 Tahrrn 2018
tentang Perubahan Atas Peratunrn Menteri Dalanr Ncgeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perrrbentukan Pmduk llukum
Daerah @erita Negara Republik In<lonesia Talun 20ltl Nomor
rc/l;

8. Peraturan Menteri Dqlcm Negeri Nonror 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSIGN:

PERATURqN BUPATI TENTANG TA'I'A CARN
PELAKSANMN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN

I'I'N(iAN(iGARAN,
I'ENATAUSAIIAAN,

I'I'LAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBA}I I)AN I]ANTUAN SOSIAI,.

BAEI I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimnksu<l <ft:ngan :

l. Daerah adalah Kabupaten Etadung.
2. Pemerintab Daerah adalqh pemerint[h X,tl)upaten l3adung.
3. Bupati adnlah Bupati Badurig.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnyn <l;sirrgkat pD adalr h l)D di

lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan _Kerl'a l)erangkat Daerah ynng selanjutnya (liningkat

SKPD adalah SKPD di Lingkungan I'emerintah baerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Bel;anJfl Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah t€ncalla keuflngan tah'unan pemerintah
Daerah 1'ang dibahas dan disetuju i bersnma oleh Bupati dan
Dewan Perwakil,an Rakyat Daernh, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola kiuangan DaCrah
yang mempunyai tugas metsksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara lJ6rrm fssrah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

-AUO.

9. !1tuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPIO adalah sKpD yang melnksanakan pengClohan
APBD.

10. Tim Anggaran Pemerinteh Daerah yang selaajutnya disingkat
TAPD adalah .im yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dal
dipimpin oleh Sekretaris Daera} yang mempunyal tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebiiakan nupati aatam
rangka penyusuna.n APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencFne Daerah, PPKD dan peja bat lainnya sesuai dengan
kebutuhsn.

rr
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ff. Hibah adalah bantuan _berupa uarrg, barang, dan/atau jasa
yang diberikaa kepada pemerintah pusat, pemerintah dairah
lainnya, badan usaha_ milik negara, barlan usaha milik daerah,
dan/atau badan dan lembaga, sertn organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia, tlln yrartai polit_ik yang secara
:p.siq tehh ditetapkan peruntuknnnyn, lrcrsifat iiOa"f< wa;iU
dan tidak mengikat, serta tidak rr.oot.|| terus menerus setiaptaiun anggaran, kecuali ditentrrkarr lain sesuai ricngan
ketentus_n Peraturan penrndang- unr lrurgn n.

12. Sistem Hibah Elektronik yang sr:tanjrrtnya disebut e_ttibah
adalah sistem yang berbasis ntebsite ytng mencakul) proses
regist€r lembaga, pengajuan prolxrsal I libah, verifrk,,"i ,.lan
evaluasi, penetapan penerima Ilibah, pencaira n drrrtfi dan
pelaporan hasil Hibah yang diberikrrrr ok.h pemerintah | )nr.rrrlr.

13. Naskah Peq'anjian Hibah Daerah yan8 lrelanjutnya rlisirrgkat
NPHD adalah riaskah peq'anjian ibnlr yang bersunrlnr 

'<lari

APBD antara Pemerintah Daerah dr.rrgatr grcnerima Hibnlr.
14. Bantuan Sosial adalah pcmberirr n l){tntuan berulxr unng

dan/ atau barang kepada individu, kr.lurrrgn, kelom pok r lrr n/ rr lau
masyarakat yang sifatnya tidal< nr.cnrrr terus men(.r.us (l{rn
selektif yang bertuj uan untuk mcliridrrrrgi dari kemtrrrgkinan
lerjadinya risiko sosial, kecuali dllrm kco<laan tertenI u (lopat
berkelanjutan.

15. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi trisis pottit,
fenomena elam, atau bencana nlqrp ysn* jika tidak diberikan
bela4ia Bantuan Sosial akan semakin-terpuhk dan tidak dapat
hidup dnlqm kondisi wajar.

16. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan
proses untuk menentukan nitai dari suatu hal atau objek yang
berdasarkan pada peraturan perundang-unOangan untui
menentukan tujuan tertentu.

17. Verilikasi ad?lah O"-.*saan tentang kelengkapan dokumen
peNyaratan, kebenaran, laporan, pemyataan, perhitungan uang
dan mengetalui keabsahan data.

18. Kebijakan Umum ApBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat keblfakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serla asumsi yang mendasarinya untuk periode
I (satu) tahun.

19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ya'rg selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiao
program dan kegiatan sebagai 6qg6p dntem penyusunan
rencana ke{a dan anggaran satuan keria perangkat daerah.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja peralgkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rrncana pendapatal dan lxlanla SKpD atau <lokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi BUD ynng digunakan sebngai
dasar penyusunan rancangan APBD.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat I)PA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belnnjo SKPD, atau dokumen
yang memuat p€ndapatan, belanja <lnn pmbiayaan SKpD .yang
melaksanakan fungsi BUD yang <tigunakan sebagai dasar
pelaksanaan an8garan oleh penggunn anggaran.

r
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22. Pembayaran ktngsung yang selarr;rtttrvrr dising,krlt Lli rtrltrlttll
Pembayaran Langsung kr'prrda
Pengeluaran/Penerilna hak lainnyrr I ttrls (lttsar
surat tugas, dan/atau sunrt pcl llrlnlr kcrja
penerbitan surat perintah membayr r I lrtr r gsung.

23. Tamba-han Uang Persediaan yang lrlltnilll t)ya dis€but 'l't I rttlltltlh
tambahan uang muka yang dilx:riklrrr kepada Bctttlnltttra
Pengeluaran/ Bendahara Pengr'ltlattrtt Pembantu llllluk
membiayai pengeluaran atas pelll(salrarrn APBD yettg lictak
cukup didanai rlari Uang Persediart rr detlgtttt batas waltlr (lnlllm
I (satu) bulan.

24. Rencana Kebutuhan Belanja yanp, selanlutnya disingkttt llKB
adalah rencana kebutuhan belanjr r yang diajukan olch SKPD
yang memiliki tugas dan fungsi scrla membantu dalam
penanganan darurat bencana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pe nganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersrtmber dari APLII).

BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik negara;
d. badan usaha milik Daerah;
e. badan dan lembaga serta organisssi kemasyarakalnn yong

berbadan hukum lndonesiai dan/ u tatt
f. partai politik.

Belanja Hibah sebagaimana ditnaksud pada oynI (I)
dianggarkaa da.l,am APBD sesuai dcngan kcmampuan kt:uangan
Daerah setel,ah memprioritaskan pr:mt:nuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan ;rrnerinlrthan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengnn ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pemberian Hibah sebagaimana rlintrrkstt<l pa<la iryitt (l)
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik t('Irh (lil(:t8pkar);
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikrrt ;

c. tidak terus menerus setiap tahun nng8rrrnn, kecrroli kt:pnrlrr:
1. pemerintah pusau
2. Palang Merah Indonesia Daeralr;
3. Pramuka Daerah;
4. Komite Olahraga Nasional Indorrr:sirr I)aerah;
5. KORPRI Daerah:
6. Badan Narkotika Nasional Daerrrh;
7 . partai politik; d{rn/atAu
8. ditentukan lain oleh Penrturan ll:rrr rrrlun8-unrlangrr rr.

d. memberikan nilai manl?rat bagi l'errrcrintah Daeralr rLrLrrrr
mendukung terselengqaranyrr {i r r rgsi pemer r r tn lur n,
pembanguna:r dan ke masyaraku l r r; tlrr n

e. memenuhi persyaratan lrcnerimrr I I ibrr lr.

Ellnrln lur rn
perjanjtr r r r kt't in,
lainnytt ttttltt lui

tl)

t2l

(3)

I



(l)

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dinral<sud pada ayat ( I ) hams
sesuai dengan format tata naskah pr,rnbcrirrn Hibalr.

(5) Ketentuan mengenai tata nasl<;rh pcmberian Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayirt (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak lcrpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

I

Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ay:rt ( I ) dapat
berup;r:
a. uang;
b. barang; atau
c. jas:t.

Hibah sebagaimana dimaksud prr<la ayat (l), dilal<sanakan
melalui e-Hibah.

Dikecualikan dari pelaksanaan e-Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :

a. Hibah yang dilaksanakan secara I ('rus-menerus;dan
b. Hibah yang bersumber dari dan;r trittrsfer pemerintah pusat

yang secara spesilik sudah ditenttlkall penggunazrnnyl.

Pasal 5

Hibah kepada pemerintah pusat st:l rr rgi r i tttittta dimaksu t I I litl i rltr

Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikarr kt:pitrla satuttn kt't 1;t tlrttt
kbmenterian / leIn baga pemerintah ttotr -kcmenteriall ,vitllS
wilayah kerjanya berada dalam Daerith.

Hibah sebagaimana dimaksud padir ayat (l) dilarang tumpallg
tindih pendanaannya dengan angg:trirn ;lctrdapatan darr belanja
negara sesuai dengan ketenluirtt ll)raturan Peruntlang-
undangan.

Hibah kepada pcmcrintah ditt tirh lirittrlya se t)ilgil I tl'l ittl il
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) httt ttf ll <lillerikirtt kt'pitrllt
daerah otonom baru hasil pemekirlan rlitcrah scsttitt tlt'ttgltt't
ketentuan Peraturan Perunclang- u n( li lllliirl I

Hibah kepada badan usaha rrrrlil< llcgara seb:tllrtttltitttil
dimaksud da.lam Pasal 3 ayat (ll httr rtl c dibt:riki:r tr rttrlttl<
meningkatkan pelayanan kcpada rtursv:trakat st:suai 'lt ttllitrt
kctentuan Peral uratt Pertt n<litng-tt I t, I rrn 11r r r'

Hibah kepada badan usi ra nrrlil< l)aerah seb.tli,tttrlittrit
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (ll hrtr rrl- d dibcrikarr rl,rlrrrrr

rangka untuk meneruskan Hibalr yarrt', diterimlr Pelrrr'l.ll)lilll
Daerah dari pemerintah pusat sestttti dcngan kr lItllllitll
Peraturan Perur tdan g-u nthan gan.

I

hibah kepada badan usalea rrrrlik l)ireralt sebirli;tttttitltit
dimaksud pada ayat (5) tidak dnprrt clilx:rikan dalan bcntuk
barang kecuali uang atau jasa.

Hibah kepada badan dan l<:mbagn serta ol l'iitlllsilsl
kemasyarakatan yang berbadan hrr k um lrtdonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (li hunrf e diberikar kepada
badan dan lembaga:
a. yarlg bersifat nirlaba, sukarelrt dan sosial yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Perunda rltj-un( lI Ingan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela tlitn sosial yang telah melnlliki

iurit k.terangan terdaftar yang diterbitk:rn oleh metrtcri,
gllbernur atau Bupati;

\21

(3)

{l)

(21

(3)

(4)

(.'))

(6)

I

(7)

5
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c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosiral

kemasyarakatan berupa kelompok masyaralat/kesatuan
masyarakat hukum adat sepanj&ng mnsih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dnn/atAu Pemerintah Daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi
vertikal atau SKPD terkait sestrni <k:ngan kewenangannya;
atau

d. Koperasi yang didirikan berda*rrkart ketentuan Peraturan
Perundalg-undangan dan tn(:tnt:ttuhi kriterin yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daernh.

(8) Hibah kepada badan dan lembaga scbagnimana dimakstt<l pada
ayat {7) dapat diberikan dengan persvar{tlsn paling sedikit:
a. memiliki kepenguntsan di daerah dornisili;
b. memiliki keterangan domisili <lnri Lurah f Perbeke-l

setempat; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah dan/atau badan dan lt:ntlxtg,tt vang beikedurlukan di
luar wilayah administrasi l\'ln('rintnh Daerah untuk
menunjang pencapaian sasaran l)rogtllnl, kog,iittan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah pcnt I x'ri | | ilxt h.

(9) Hibah kepada organisasi kcnttt s,vtt t'tt katn n sebttgrtimnna
dimaksud pada ayat (7) .yang lx'rbttrlttn huktrm lnclonesia
diberikan kepada organisasi kemtt sya rtt kntan ysng lrrlrndnrr
hukum, yayasan atau organivrsi kr:masyarakata n ya ng,

berbadan hukum perkumpulan, yang telah men(llrptltkon
pengesalEn badan hukum dari ketrtrlnlcrian yang melrrbirlttrlgi
urusan hukum dan hak asasi nrtttrtlsia scsuai rk'lrgttn
ketentuan Peraturan Perundang-uttr ltt ttl1tt t r.

(10) Hibah kepada organisasi kcttrtrsyrtlrtkatan sebrllttitttttntt
dimaksud pads ayat (7) dBpat dilx'rikrrrr dengan persvrrrrrlrttr
paling sedikit:
a. telah terdaftar pBda kementeritt t r yttttg membi<iangi rtrttsrttr

hukum dan hak asasi marrusia;
b.berkedudukan dalam wilayalr a<ltnitristrasi Penr('ritrl{lh

Daerah: dan
c. memitki sekretariat tctap di Daet rt h.

(l l) Pengesahan sebagaimana dimalstr<l pa(lrt ayat (7) ltttrrtl' c,
terdiri atas:
a. kelompok masyara-kat atau ke$lrtuan masyarakat hukum

adat yarg pembentukannya berdrtsarkan Keputusan,
disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai
tugas pokok dan fungsinya;dan

b. kelompok masyaralat atau kcsatuan nrasyarakat hukum
adat yang pemhntukamya tidak berdasarkan Keputusan,
yang disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait yaitu
susllnarl pengurus yang bersangkutan dengan diketahui oleh
Perbekel/Lurah.

(12) Hibah kepada partai potitik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (l) huruf f berupa pcmberian bantuan keuangatr
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Pcraturan
Perundang-undangan.

I
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' Bagian Kedua
Penganggaran

Pasat 6

(l) Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD tcrkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rinciarr olrjt:l<

pada program, kegiatan, dan sub kcg,iaurn sesuai dengall tLtgils

dan fungsi SKPD terkait.

(2) Eelanja Hibah yang bukal mcrupilkittr ttrttsatt tlatr kcwt'trangittr
Pemerintah Daerah sesuai dcltl',irn kcl(ltrttlittl P('ritltlrirll
PLrundang-undemgan yanfi bertrtjttlrtt tll)tuk m('ltLlll.lirllf.i
pencapaian sasaran program, kt'1',iatirrt dan sub l(cgiiltill)
Pemerintah Daerah, dianggarkrrr.r patla SKPD virrrl{
melaksanakan urusan pemerintaltirtr ll tllum sesuax (l('ng:ttl

ketentuan Peraturan Perundang-unr li t ogit tt.

(3) Belanja Hibah diuraikan dalam klarllikirsi llelanja oper;r"t. 1r'ttis

belanj.r Hibah, objek dan rincian obl, l< lx'Lrrrja Hibah.

Pasal 7
(i) Pemerintah pusat, lrcmerint;th dirlrith lrrtttnya, llatlatt ttriitltit

milik negara, bitdan usaha milik l)rr('rirlr' lladan rlan Jr tttltirl";t,

serta organisasi l<emasya rakatn t I yirlrA berbadan lrttlittttt
Indonesia dan partai politik vatrli memohon llilrirlt
menyampaikan usulan lJibah set rtta lr:rtulis kepadzr lltrprrti
dengan melampirkan rencana anggl | | Itn | )lI lya.

{2) Usulan Hibah sebagaimana rlttnaksttrl pada
disampa.ikan melalui e-Hibah.

(3) Usulan Hibah sebagaimana
disampaikan setelah Ptmohon
erHibah.

(4) Pemohon Hibah mengajukan permohonatr Akun e-Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke sistcm e-l{ibah dengan
mengunggah persyaratan akun dalam bentuk Portable Document
Format (PDF) sebagai berikut:
a. bukti pengesahan badan/ lembaga/ organisasi

kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
b. foknopg Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus (ketua,

sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak
' personpemohon;

c. e-mail; dan
d. surat pernyataan kebertaran dokumen lrcrmeterai cukup.

(5) Pemohon Hibah sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) dau ayat

l2l mengajukan permohonan/ proposal Hibah dengan
mengunggah surat permohonan dalarn bentuk Portable
Document Formal (PDF).

Pemohon Hibah yang dilaksanaktrn secara terus menerus
sebagaimana dimaksud dalam f'asal 4 ayat (3) htt ruf a

disampaikan secara tertulis kepada liupati.

Fbrmohonan/proposal Hibah sebngaitnana dimaksurl pada
ayat (5) dan ayat (6) harus melampirl({ln persyaratan scc:rrrl
fisik, 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinarr terrliri dari :

a. bukti pengesahan badan / ltrtnbaga / orliirrrisasr
kemasyarakatan lainnya dari pe]ilbzrt yang berwenang

b, susunan pengums dengan ketcnlrlall tidak boleh mcralrgkitll
jabatan pengurus pada badar.r / lcmbaga / orgarrisast
kemasyarakatan lainnYa;

c. surat keterangan domisili;

ayirl (l)

drrnaksud pada ayirt l2l
llibah memperolel.r Akun

(6)

r
L-

17)



(8) Selarn pcrsyaratan scbagaimana dimaksud pacla ayat (7) rlnlrrk
koperr,ii harus memenuhi kriteria dan persvaratan st'll;tgitt

berikLtt:
a. berbadan hukum;
b. m<:rniliki Nomor lnduk Koperasi (Nll();
c memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. mcmiliki Standar Opeiasional Prosedrlr (SOP) dax Stanclar

' Operasional Manajemen (SOM);

e. memiliki peitzinan disetiap unit tt saha;

f. memiliki sertifikat penilaran k('schalan koperasi mitrim:rl
cttknp sehat dalam 1 (satu) tirhttrr terakhir pada saat

pengajuan Hrbah;
g. -.t;ititi sertifikat petneringkati r rr li'rpqrasi -minimirl 

< ttktt;r

berkualitas dalam 2 (dua) t;tlrtttt terakhir parlrt sirirl

pengajuan Hibah;
h. menyampaikan laporan pelaksanr ritn lii rpat Anggota'l' t I t tt tti ttt

. rRAT) tepat waktli paling seclikit 'l {li11rr) kali berttlt rrl lrrltrl
yarrg disahkan oleh SKPD yrtttg tttclitksanttl<itl.t rrl tlsrrtr

:emerintaha:r cli bidang koPeritsi:
i. slrrat keterangttn,le6isrili clar\ Pt''lrch r'l I l 'tl r:rh selcml)ill:
j. penranfaatan tl:tt.l:t llillah lirlrtk tlillt'rttlrlLtkrttr ttttltil'

5engttatan modirl koP0rasi:
k.pemanfaatandttnerHillahurrttr|ip<'tttllittrgtttrittl|lstl<llltt.rts

mclampirkanscrtifiktrt}tal<rrriIi|it|l'ISIliIrnil|l.tl-rt.titstritltl]
bersangkrttan; clan

l'suratpernyata.intidakmcnerimirl[iIrrrltl(.rtlsrnCllcrtlSs('lliIl)
tahun anggaran.

t{

d. J'otocopg Kartu 'l'anda [)ctrdtt<lttk (l( l'l') pt'trlittrtls llir'ltl;r'
sekretaris dan llenclahara) s('tlrr ttlctt<:itttttltttliittt liotrlrtli
person pemohonl

e. rencana anggaratr biayru

f. berita acara rapati
q. surat pernyataan ticl:rk ntt'rlerim;r llilrirlt l('rus m('11('trr.' '( lr'rl)

tahun anggaran;

h penggunatrn danrr Hibah untul( p(lrrl lrittrgttnan llsil' lr' rrtltrr
bangunan hrlrus mcmiliki terr,,;11 lll(llis pe!1(litn r 1r tttli tlt

bidang konstruksi yang clibuktil<r,rr dt'tt1',rttr:
1, i.iazah dan / at:rtt serl ifi l<itt kotl t ; rlt<:t t :it I rltttt
2. surat pt]rnyatililn .llcrsediir trtelrrlittl<ittt prltlclilttrlrtttt', tlt

1 terhadaP Perrerima IIibah.

i. penggunaan dana Hillah untuli l)e nll)irllgunan llsik lx'rtll)ir
bangunan harus dilengkapi gilnllrrtr teL:rlis lll)( ;lllil
pembanguna:"I clan foto objek lol<irrii yallti akan dibanlltrtr irtitu
yang akan direnovasi;

j. penggunaan dana Hibah untuk;rt:mbittlgunan l'isik, l(:no?lnal

a,nggaran biaya ditandatangani oleh pengurus dtrll/ataLt
tenaga teknis pendamping dittt g:ttttllar teknis rcnt:ittra
pemSangunan ditandatangani olt:lr tenaga tt'lttris
pendamping; dan

k- penggunaan darra Hibah untuk kegiatan upacarii keagantaart

harus clilengkapi dengan susunan rangkaiixl upacala'

I
Persyaratan sebagaimana dimaksttrl
di?err,lntukan untul< l<egintan pacla I

Persyaratan sebagairnarta dimaksttr I

disampaikan kepercla Sl(PD tekttt '

Verifi kasr dau Evaltlasi.

pirrl;t ityal (7) dzrn irl'irt (t3)

(si rl rr) SKPD.

pi r( l, I ir-Yat (7) dar L r I rr t (13)

tlr l.irit untt t k cltLrI'ttIIttI

(e)

(to)

I



()

(l l) Usulan Hibah sebagaimina dim:rl<rrrct prrcla ayat (l) rlirt.r.irn:r
mulai bulan Ja:ruari sampai dengtrrr ltulrrrr,luni.

(12) Bagian Kesejahteraan Rdkyat Sckr t:tariar Daerah mt'lirl<rrkan
rugistrasi usulan Hibah secara elektronik, dan mendistri bu sikan
usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada
SKPD terkait untuk dimohonkan Vcrifiki.rsr dan Evaluasi,

(13) Ketentuan lebih laniut mengetriri SKPD teknis terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai <lengan tugas dan
fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(l) SKPD terkait melakukan Verifikasi dan Evaluasi usulan Hibah
yang meliputi:
a. kelcngkapan dokumen perrnohonan Hibah beserta

pers'/aratannva;
b. pengecekan ke lapangan; dan
c. nilai dan harga.

(21 Verifikasi dan Evaluasi usulan Hibah scbagaimana dimalisud
pada ayat (l) wajib mempertimbangkan waktu penyelesaian.

(3) Kepala SKPD terkait se6agaimana dimaksud dalam Pasal 7
a,vat (1O) men'arnpaikan hasil evirluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD sett:lah rnendapat reuicu dart
Perangkat Daerah yang mel:rkrrkrLrr tugas dan fungsi
penga\.\.'asan, dan mengunggah hrrsil evaluasi lrcnrpir
rekomendasi pada e-Hibah.

(4) T,CPD memberikan pertimbangiur atas rekorrrcrr r l;r si
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) s<:sr.rai dengan prroritirs

. 
dan kemampuan ke"rangan l)aerah.

(5) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dirn pcrtimbangan TAPD yang
telah mendapat persetuju.rn Btrpirli scltagaimana climaksud
pada ayat (4) menjadi dasar pcll( irntrrrnan :rlokirsi ilnl{gardll
Hibah dalam rancangan l(UA dzrn l'l'AS, irt:rrr dalirm rirnc:rngan
Perubahan KUA dan Penrbaltan I'l'AS.

(6) Pencantuman ;ilokasi anggaran s( l)illiirrniulil rlirnal<srrrl ptrrlir
a,vat (5) meliJ;ttti angg.lr.ln I-lilrrrlr l,r'r'tr1;ir uirr.rg, lrirrirng,
dan/ atau jasa sesuai dengan ketcn I uilr r I )craturan Pt"r.r r rrrl ;rrrtq
undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausah:rrl r

(l)

Pasal 9

Bupati menetapkan daf(rrr pr:nerin r, r

atau jenis barang atau jasa yarrrll
Keputusan Bupati.

l-lilrr rlt bcserttr bes:r rrrr rrltrr.l
akrut di hibarhkarr r! ngirrr

(2) Keputusan Bupati sebagerimana dinrrrksrrrl pada ayat (l) tlisrrsun
oleh SKPD yang memilil<i alokasi ,rrrgg:rrrrrr Hibah dan rlrrrnllgah
oleh SKPD pad€r e-Hibah.

(3) Dalam hal penerima Hibah uang tirlrrk mclaksanakan Iicprrtusan
Bupati sebagaimana dimaksud prrrla aynt ( I ) dianggap sudah
menerima Hibah.

+
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(l)

t2l

(3)

(4) Dalam hal teqiadi perbedaa-n rencana anggaran biaya yarrg
diaJukan pemohon Hibah dengan Keputusan Bupati tentang
penetapan Hibah dan besaran uang, penerima Hibah harus
melakukan rasionalisasi rencana ang;aran biaya dengan
berkoordinasi pada SKPD yang melaksanakan Verilikasi dan
Evaluasi s€belum proses NPHD dilaksanakan.

Pasal l0

NPHD untuk Hibai uang, barang dan jasa disusun oleh SKPD
dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima Hibah.

Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada pcnerima
Hibah dilakukan setelah penandatanganAn NPHD.

Pencairan Hibah dalam bentuk tlnng diis-kukan dengan
mekanisme LS sesuai dengan ketenturtn Peraturan Perttndnng-
undangan.

Pasal I I

(1) Mekanisme pelaksanaan belanja I libah dilakukan oleh SKPD
terkait dengan menyiapkan dokumen lrcrmohonan pencairan
Hibah uang, penyerahan barang atntr jnsa bcserta kelengkapan
persyaratan Hibah kepada Bufxl t i melalui SKPD selaku
pengguna anggaran dalam rangkap 4 (cmpat) sebagai berikut:
a. Hibah untuk pemerintah pusnt dnn pemerintah daerah

lainnya:
1. surat pengantar permohonan pencniran Hibah unng dari

penerima Hibah atau penyera han llibah barang alrtu jasa;
2. pmposal Hibah;
3. Keputusan Bupati tentang penerimrr llibah;
4. rtkomendasi dari SKPD seteLrlr diretleur oleh Instx'ktomt

Daerah;
5. NPHD:
6. rincian penggunaan Hibah uarrg olclt penerima Hilrrrlr;
7, fotmpg nomor rekening kas Ftnellntah pusat atrrtl tlonlor

rekening kas pemerintah daenrlt laltrnya penerima llilrfih;
8. kuitansi bermaterai cukup, <liln ndrtl nngani oleh lrrrerirna

Hibah (pimpinan instansi) dan (listcnrpel;
9. pqkta integritas dari penerirrrn l{lbnh yang merrvntnkan

bo-hwa Hibah yang diterima aknn d lgunalan sesuai dcngan
NPHD;

10. Hibah kepada pemerintah <laerah lain melampirkan
keputusan sebagai wilayah penrekaran; dan

11. surat pernyataan tida.k menerfuna llibah terus menerus
setiap tahun anggamn untuk pemerlntah daerah lainnva.

b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah uang dari

penerima Hibah atau penyerahan Hibah barang atau jasa;
2. pmoposal Hibah;
3. bukti penerusan Hibah kepada badan usaha milik

negara/ badan usaha mitk Daerah;
4. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
5. rekomendasi dari SKPD setelah direuer.or oleh Inspcktorat

Daerah;
6. NPHD;
7. rincian penggunaan Hibah uang badan usaha milik

negara/ badan usaha mitik Daerah;

f
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' 8. fotocopg nomor rekening k:rs badan usahir milik
negara/badan usaha milik Dar,r'rrh 1x'rrerima Hibah;

9. kuitansi bermaterai cukup, ditrrncli rt;rngani oleh prrrrprrurrr
dan bendahara (atau sebutan lirrn) rl;rn distempcl;

1O. pakta integritas dari penerimi.r l.lilrirh yang mctrvirrirl(irn
h,ahrva Hibah yang diterima akrrrr digrrrrakan sesuirr rlt.nuirrr
NPHD;

I l. surat pernyataan tidak mcrrcrrrlrr llillah tcrLls nr('n('rus
setiap tahun anggarzrn.

c, badan, lembaga ditn orgattisitsi ltlr rrar,r'irrir k;rt ;rrr :

l. surat pengantrlr permohonirrr l)( nr,rrrirl llillirh rr;rrrr1 rrl;ru
penyerahan Hil;ah bar;rng atinr lilr.i.r rlirrr pt'rrcrrnrir llrlrrlr:

2. proposal Hibah, kecuali Hibitlr latr1,, lx'rsttmltt'r rlirri tlrrrt,r
transfer pemerintah pusat vrng sccirr:r spt:sifik srrrl;rlr
ditentukan penggunaannya;

3. Keputusan Bupati tentang perrlrinrir llitrah;
4. rekomendasi dari SKPD setelrlr dirr'r.,ielu olelr lnstx l(lr)rirt

, Daerah:

5, I,IPHD;

6. rincian pellggLlnaalr llilrah u;rrr1 ok lr pcnerim:t ['1i1,.,1,.

T . lotocopg l(artu Tan<llr Petrtlr r, lr tli { l('l'P) kettla/ I,r r r rl )rr r.rll
ctan bendahara ba<lirrt / k:mbit1i. r ltctr, t trna Hib;rh;

8. untuk badan dan lr:ml:aga -yrrrr;; lrlt l<t:dudultan rlr rl:rl;rttt
wilayah administiasi [)t'tttr:rittlitlt Prrlvinsr lJirli
melampirkan fotocol:11 nomor tr'l(etlrr|,i Bank Pcmbr rtlf',tl llirll
Daerah Bali dan tidak boleh trrt'mitttltthkan dana llrlr:rlr l<r'

rekening bank dan /.rtau leml rr r 1',i t kc t t i tttgan lerinny r r.

9. untuk badan dan lembaga viutg lrorkedu<lukarr tlrlttitr
wilayah administrasi Pt'tItcrirttrrh Provinsi Ilrtli
melampirkan fotocopg nomor t ekctting banl< pet)l(r ritl tal.l

dan tidak boleh memindahkr r rt dar ra Hibah ke rckcning
bank dan/atau lembaga kctt,tngart lainnya dan biaya
transfer ditanggung penerima I libah ;

10. kuitansi bermaterai cukul), ditandatangani
pimpinan/ketua/ sebutan lairlnya dan bendaltara,
clistempel badan/lembaga penerima Hiball;

,l 1 . pakta integritas dafi penerima Hibah yang metr-vatakarl

' bahwa Hibah yang diterima akan cligunakan sesuai
riengan NPHD; dan

12. srlrat pernyataan tidak mcnerima Hibalt terus lncllcrus
setiap tahun zrnggaran, kecttarli y:rng ditentukan l.li11

scsuai Peratur:rn Perundang-u ndang;I tr.

cl. Partai Politik:
1. surat pengantar perrnohonan pencairan Hibah uang atau

penyerah.rn Hibah barang atatt jasa clari penerima Hibah;

2. Keputusan Bupati tentang perrcrinrlr Llibah;

3. :ekomendasi dari SKPD setelalt direuiea oleh Inspel(torat
Daerah;

4. rincian penggunaan Hibah oleh pt:rrcrima Hibah;
S..fotccopg Kartu Tanda Pendttrlul< (l(TP) ketua/ltttttpittatt

Can bendahara badan/lembagrr pt:rrcl ima Hibtth;

6. i<uitansi bermaterai ltt)<tt1t, ditanrlirt;rtt1',;trtr
pimpinan/ketua/ sebtttan l;ttt.tttvir dan bcltrlrtltrtrit.
disetempel badan/ lembaga pt't tt'rirtt;t I libah : dat.t

f



7. pakta intcgritas rlari penerinrrr llihrrh t'irng n1cll\'ntilli:rll

tahwa tlibah yang <literitnrt itliirtt <ligtttr:tliittt scsllirl

dengan NPHD.

(2) Bendahara Pengeluirrarl SKI'l ) rrrcncliti li(II( t'I"I\itI);tI)

dokumen administrasi bclanja llib;rlr yang ttia.ittli;ttr olt ll

penerima Hibah sebagai dasal mltterlttlkan Surirt Pct ttttt)lit:tlt
-Pembayaran 

Langsung (SPP-LS)' selrtrglri bahan pcrrcrlrtlirtt

Surat 
-Perintah 

Membayar Langr;rtn1i (SPM-LS) bcrr l' r srt t li rt tt

DPA-SKPD, selanjutnya cliterbitk'rrr llrrlrrt Perintah ll tt' rttt;ttt

Dana (SP2D) oleh SKPKD st'rrrtai ll'raturan Per trttrl;ttttr1

undanga.n dan mengunggah lrrrkti pctrcairan l{ilr'rllrlclr
SKPD pada e'Hibalt.

Pasal 12

(1) Pencairan Hibah uang/pcltyeraltrttt llrltr:rlr Barang alrttl 'litsrt'
diberikan sesuai kcbutuhan st:l rr t1i't i t t tr rrta ditetapkirr r tli rli rnt

NPHD atau Keputusan Bupati lt'rrliu.t1', Jrt'ncrima l{ibzrlt

{2) Pencairan Hibah dalam bentttl< ttittrg dilakukan rlt'ttgitt.t

mekanisme LS, ditransfer ltrltgsttt-lg kepada lll<cnrng
penerima Hibah.

t3) Hibah berupa uang disalurkan rrtclalttr rekening kas utnrtm
Daerah.

Bagian KeemPat
Pertanggungj awabal dan Pelaporan

Pasal l3

(1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan

material atas penggunaan Hibah yang diterimanyt''

(2) Pertanggungjaw'aban penerima Hibah melipt tti:
a. laporan penggPnaan Hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yartg menyatakan bahwa

Hibah yang diterima telah digunakrtn sesuai NPHD atau
Keputusan Bupati tentang pencrimtt F{ibah; dan

c. laporan penggunaan Hibah bertrpa uang bukti pengelttarat.t

1'ang lengkap dan salt sesuai tk:trgetn ketentuan Peraturart
Perundang-undangan bagi perrcrirna Hibah berttpa uarng

atau sa-linan bukti serah terinla llarang atau jasa bagi
penenmaan Hibah berupa barirltg rrtau jasa.

(3) Pertanggungawaban sebagaimatrrr tlirnaksud pada rrvirt (?)

huruf a, huruf b dan huruf c waiilr disampaikan l<r'1;;'rl;'

Bupati melalui SKPD terkait palirrg l:rrnbat tanggal l{) lrrrlatr

Januari tahun anggatan berikuttrva, l<ccuali ditentrtlii'tt lrtil'
sesuai ketentuan Peratnran Pertt ttdir r t g- ttndang:ru.

{4} Pertanggungau'aban scbagaimatlit clrnrltksucl liacl;l ir\ irt l2l
disimpan dan ciipe:'glnakan olell pcllerilna I-libah sclakt't
objek pemeriksaan.

(5) Penerima Hibah yang melatll3grtr lictcntuan s('i)itl{illnlillril
dimaksud pada a,vat (3) dikerrakitrl sirtlksi aclnltrristrrrtif

(61 Sanksi administratif r';cbagaimatt;r <ltttt;lksttcl pa(la ,rvilt (5)

be ru pa:
a. pengembalian sisa dana Hiball lr;rrlg rlirlam hirl l)('ll('rlrllil

t{ibah tidak menyelesaikan lle}<r'riiritt.t clittl/tttrrtt Itrl'rk
ciapat menggurlakan dana I ltl>:tlr <lcngrtn tel)irl \\'iriillr
sesuai dengan J/ang c'lituan 

'il<:trl 
rlitlam NPI{[) : r'tlirrlr

mendapatkan pemeriksaan da|r lrrsl,''l<1orat [')i]erall rlitrl

r



b. pengemba lian
terdapat sisa
Hibah setclah
Daerah.

Pasal 14

Penerima Hibah berupa uang wtrjib menyFmpaikan laJroran
pengguruan Hibah kepada Bupati melalui SI(PD terkait
dengan tembusan kepada PPI(D.

Hibah berupa barang atau jasa vong dilnksanakan oleh SKPD
terkait wajib menynmpaikan laporan O.t"ksanaan Flibah
kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.

Laporan penggunaan dan pelaksanaan Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dapat diterima dan
disetujui oleh Bupati setel,ah mendapatkan pemeriksaan oleh
Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi
pengawasan, dan mengunggah laporan darr penggunaan dan
pelaksanaan pada e-Hibah.

Sisa Hibah Uang yang sudah dilaporkan/
dipertanggungiawabkan sebagaimana rlimsksud pada
ayat (3) dapat dipergunakan olch pcnerima Hibah dengan
mengajukan pemberitahuan kepada Bupati disertai rencara
p€nggunaannya.

Pasal 15

Standar operasional prosedur e-Hibah sebagaimana dimaksud
dalqm Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasa] 16

(l) Bupati melakukan monitoring dan llvaluasi atas penrbe rian
Hibah.

Bupa.ti melimpahkan kewenangan monitoring dan Evaluasi
sebagaimana dimalsud pada ayat (l) kepada SKPD yang
melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi.
SKPD dalam melrrkukan rnonitoring dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada nya i (2) dapat melibatlan
SKPD/ unit ke{a lainnya dalam nrngka meningkatkan fungsi
pengawasan.
Hasil monitoring dan Evaluasi sr:bngnimana dimeksurl pacla
ayat (3) disampaikan kepada Buprti rnclalui Perangkat Daerah
yang melekukan tugas dan fungsi pengawasan.

BAB III
BANTUAN SOSTAL

Bagiq 1 l(ttttt
Umum

Pasal l7
Pemerintah Daerah dapat nrcrnlrr:rjkan Bantua n Sosial
berupa uang atau barang kepa<lt lrrrclilna Bantuan Sositll.
Penerina Bantuan Sosial sclrlrgalrnana dirnaksrrtl plrda
ayat (1) meliputi :

a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyaltkat yang
mengalami Risiko Sosial;dan

b. lembaga non lrcmerintohan bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berpenr n untuk melindungi tndividu,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
tertentu sebagai dampak Risiko Sosir .

t3

sisa dana Hllxrh ttnng dqlqm hrrl mnsih
dana yang belttrn dlgrtnakan oleh 1x'rv:rima
mendapa.tkan 1x'nerlksaan dari Inslrktorat

(l)

(21

(3)

(4)

(21

(3)

(41

(l)

(21

+
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Pasal 18

(1) B€lanja Baatuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan se lektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkclanjutan.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat
berkelanjutan diartikal bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari Risiko Sosial.

(3) Bantuan Sosial berupa uang sebngaimana rlimaksud pada
ayat (1) yang <liberikan kepada in<lividu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat terdiri atas Rantuan Sosial kepada
individu, keluarga, kelompok dnn/atnu masyarakal yang
direncanakan dan yang tidak dapat tlirencanakan sebehtrnnya.

(4) Bantuan Sosial berupa uang kr:parln individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat v:lngaimana dimalsrt<l pada

ayat (2) terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, kt:lutrrga,
kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(5) Bantuan Sosial benrpa uang sellagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan uang yang rlibe rikan secara langsung
kepada penerima meliputi:
a. beasiswa bagi anak miskin;
b. yayasan pengelola yatim piatu;
c. masyarakat miskin;
d. masyaral<at lanjut usia;
e. terlaltar, cacat berat; dan
f. tunjangan kesehatan putra prrlri pahlawan yang ti(lak

mampu.
(6) Bantuan Sosial berupa barang selxtgrinlana dimakstttl pada

ayat (l) merupakan barang yang rlibr:rikan secara lttttgsttng
kepada penerima meliputi:
a. bantuan kendaraan opemsional rtnltrk sekoln h luttr llittsa

swasta dan rrasyarakat tidak mntttpu;
b. bantuan makanan/pakaiAn untllk mrlAvArakat miskitrl
c. bantuan makanan/pakaian keprrrlt yllt iln piatu/tuntr sosial;

dan
d. temak/bibit tanaman/pemhu l)rrgi kr:lompok masvtrrakat

kurang mampu.

Pasal 19

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksurl dalnm Pasal 18 oyat (r)
memenuhi kriteria Paling sedikit:
a. selektif terhadap pemberian Bantrtan Sosial hanya diberikan

kepada calon penerima yang ditujukan llntuk melindungi dari
kemungkinan Risiko Sosial;

b. memenuhi persyaratan penerima bantunn dengan memiliki
identitas kependudukan sesuai kctentuan Peraturan
Perundang-undangan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan terhadap pemberian
Bantuan Sosial tidat< wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran dan dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan terhadap Bantuan Sosial dapat diberikan setiap
tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepes dari
Risiko Sosial: dan

r
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d. sesuai tujuan penggunaan pemberian Burrtuan Sosial meliputi:
l. rehabilitasi sosial, yang ditujuk:rrr ur)tuk memulihkan clan

mengembangkan kemampuan slse()r irng yang mcngalatr)l
disfungsi sosial agar dapat melirksrrrrirkan fungsi sosiirlrrvir
secara wajar;

2. perlindungan sosial, yang ditujrrkiut untuk mencegrrlr <lirrr
menangani risiko dari gunczrn,{i ul (l:rn kerentanan sr)sl.rl
seseor€rng, keluarga, kelorrrpol< masyarakal ir,-lirrI kelangsungan hidupnya dapzrt di;x.rruhi scsr-riri rk'rrl.iirrr
kebutuhan dasarr minimal.

3. pemberdayaan sosial, yang ditu.jukrn Ltntuk mcnjarlikan
seseorang atau kelompok mirsvar irkirt .vang mt'rrg;rlirnri
masalah sosial mempunyai rlalrr, schingga mampLt
memenuhi kcbutuhan da s:rrny: r;

4. jaminan sosial. yang mcrupakirn skclna vitrrg rnr'lcrnlxrgir
untuk menjamin pencrima barlrr;ur irg;rr dirllirt mt'mt.r.rrrlri
kebutuhan <iaszrr hidupn-ya yang l;rvlli,

b.

5. penanggulangan kemiskinan, v.rrrg rrrr.nrpirkrrn l<r'lrr.;;rkirn,
program, kegiatan dan sub kegiirt.rn f irrrg tlilal<rrl<irr) l(.rllir(lirl)
orang, keluarga, kclonrpok nlariviIrakat .v.ul[i tirlirl,
mempunyai atau mempunyai srrnrlrt'r nl;lta pen(';llt?u r,rrr rl.rrr
tidak dapat merncnuhi kebutulr,rrr yang ltr,1,r,', r);rir
kcmanusiaa-n; dan
penanggulanBan bertc:rtt;t, yarrri nr r rtpalcertr s('rirrr,li,rr.rn
upa]'a yang d itttlukan tt rr I ttk rch, r I rlit i r sr

Bagian Kedqa
Penganggararr

Pasal 20

Bantuan Sosi:rl yirng direncarrr | [ r r.l I rrr' I ragaimana dr rrri rl< sr r<l

clalam Pasal l8 r-lyat (3) bet,lrsall(;rn ttsulan d€rlt r';rlon
penerima dan/atau atas usularr l(eptrlir SKPD tcrkart

Bantuan Sosia.l selarn usulan l(epallr SKPD melarnpirl<ar.r
Rencana Anggtuan Biaya (RAltl yan1l telah diketahrri darn
mendapatkan persetujuan Pi'rltekcllLurah dan Czrmal
setempat.

Rantuan Sosial yang direncanrrl<an sr'lragaimana dimaksud
pada ayat (l ) dialokasikan l<<:padrr rnclividu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarekat yang sudah .jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat pen.yusunan
APBD.

Kepala SKPD terkait melakukan Vcrifikasi clan Evaluasi
usulan terhadap dokumen pcrmohonan.

Kepala SKPD terkait sebagaimrrna dimaksucl pada ayat (4)
menyampaikan hasil Bvaluasi bcmpa rekomendasi kepad:r
Brrpati melalui TAPD setelah mcndapat reuiew dari
Pt:rangkat Daerah yang melaksanal(nn tugas dan fungsi
pcnga$'asan .

TAPD memberikan pertimbiurgan atas rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keualrHan t)aerah.

Rekomendasi Kepala SKPD terl(irit (l;rn pertimbangan TAPI)
yalg telah mendapat perset I I ll.t.rtr Bupati sebaf',aimanrt
dimaksud pada ayat (4) menjadt rlttsitr pencantumall ;tlol<;tst
allgg,aran Bantuan Sosial dalarrr r(ltlr ilngan KUA drrrt l'l'AS.
atau dalatm rallcarrgan Perub;rlratt liUA dan Pt t ttlritltirtt
PPAS.

(11

12l

(31

(4)

{s)
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Pencantuman alokasi anggaran scballrtimana dimaksud pacla

ayat (6) meliputi anggaran Batllttittr Sosi:tl llcrtip:t [lilIlg ?lt2ltl

barang sesuai dengalr ketenltlirrl l!'rilttlrilll I)crttt.tclitn(
undangan.

Penganggaran belanja FSantuittt Sc.rtitrtl YirllK (llr('l.l('illlrrliitll
dianggarkan pada SKPD terkait (litn rltrinci mt'trttrtll ()l)l('l( 

'

rincian objek, dan sub rincian oblt'l< p;trlit progritm, lit'pltl;ttt'
dan sub kegiatan sesuai dengirtr tllEirs dan fuligsi Slil'l )

terkait.

Pasal 2l 
.

1l;l Bantuan Sosial yang tidak daprrt rlitcttr:anakan scb' ltttttttt'rt

sebagaimana dimaksucl dalatrr I):rltitl l8 ir\ irl (3)

dialotasikan rtntuk kebtttuhatr 'rkilr'rt Risiko Sosr''l lrrttg
tidak dapat <tiper'l<irakan llada r''r'rt I'r'tlvusunarl API tlt virttl-1

apabila diturrda pcn.lngitnannyir itktttt lttenimbulkatr lltr;tllo
Sosial yang lebih besar bagi indir lrls rlrrtl/atau keluat lirr virttll

bersangkutan.

(2) Pagu alokasi anggaran yang tirlak ttapat tlirenr';rttirI<;ttt

sebelumnya tidak melebihi ptrlitt trltrhtrsi angga'rirrr vitrlg
direncanakan.

(3) Penganggaran Bantuan Sosial yar rg tidlk dapat direnr::tnakan' 
sebelumnya dianggarkan dalam lrclanjrr tidak terduga

Pasal 22

(1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD

menjadr dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan
Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS, atau dalam
rancangan Perubahan |(UA dan Perubahan PPAS'

{2)l Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) meliputi angg.uan Bantuan Sosial bcrupa uang
danT atau barang.

(3) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang yang

dirr:ncanakan dicantumkan dalanr RKA SKPD.

(4) RK^ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuat

ketentuan Peratulan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Ba:rtuan Sosial berupa uang drrll/atau barang yang

clirencanakan sebagaimana dimalisucl rlalam Pasal ltt rtyal (3)

dan ayat (4) dianggarkan dalartt kclompok, operast, .;t'rtrs
belanja bantuan sosial, objek, rlalt tirlcian objek lrt'lirtr.;ir
berkenaan pada SKPD.

(2) Bantuan Sosial berupa uang cltrtt/atrrtl barang sebitgittttlitttit
dimaksud pada ayat ( 1) dianggalkrur pada SKPD tcrkzrlt (l'tl)
dirinci menurut objek,'rincian olrlek, dan sub rincian objek

I pada program, kegiatan, dan stt l> kt:giatan scsuai dengan
tugas dan fungsr SKPD terkait.

(31 Bantuan Sosial berupa uang vatrg tidak direncanakan
sebagaimana dimaksud dalam I'rrsal llJ lvat 13) dan avat 14)

dianggarkan dalam kclompok l)erirsi jt:r.ris belan.ja tidak
tenluga pada SKPI(D.

f
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatarrsaharrr r

Pasal 24

Pelalsanaan anggaran Bantuan Sosinl yarrg direncanakarr ltr:rupir
uang dan/atau barang berdasarkan rrtns I.)I'A SKPD.

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosirrl yarrg tidak direrr<.anakan
berupa uang berdasarkan atas DPA SKPKD.

Pasal 25

Bupati menetapkan daftar penerima rlan bcsaran Bantuan Sosia.l
yang direncanakan dan Bartuan Sosial yang tidak direncanakan
berupa uang dan/atau barang dengan Keputusan Bupati
berdasarkal Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati t€ntang Penjabaran APBD.

Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar
penerirna Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ).

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara LS.

Dalam hal Bantuan Sosial benrpa uang dengan nilai sampai
dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pencairannya
dapat dilakukan melalui teknis ganti uang atau mekanisme TU.

(5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilcngkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang Bantuan Sosiirl.

Pasal 26

Pengadaarr barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagnimana
dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pacln ketentuan Peraturan
Perunr{ang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan darr Pertanggungjawabirn

Pasal 27

Penerima Bantuan Sosial berupa uirtrg rncnyampaikan laporan
pengguna€rn Bantuan Sosial kepada ltrrprrti mclalui SKPD tcrkait
dengan tembusan kepada PPKD.

Penerima Bantuan Sosia.l berupa bar rrng rrrenyampirikan l:rporan
penggunaan Bantuan Sosial kepada ltuprti melalui Kcpnla SKpD
terkait dengan tembusan kepada PPKI).

SKPD menyampaikan laporan pengt{unalll Bantuan Sosrirl yrrnq
tidak terencana berupa uang kepatlrr Brrlltrti dengan tr.rrrllts;rrr
PPKD.

Pasal 28

Bantuan Sosial yang oirenc'aralcan lrr.r rrprr unng dan/atarr lrnrnng
dichtat sebagai realisasi objek belanlrr Brntuan Sosial prrrlrr ir:rris
belanja barang dan jasa dalam progutm rlrrrr kegiatan parlrr SKPD
terkait.

(2) Bantuan Sosial yang tidak direncrrrrru<rrr berupa uang <licatat
sebagai realisasi jenis belanja Bantlrrn Sonial pada PPKI) rlnlam
tahun aaggaran berkenan.

(21
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Pasal 29

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan
Sosial meliputi :

a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan

Sosial;
c. pakta integritas dari penerima

bahwa Bantuan Sosia-l yang
dengan usulan; dal

Bantuan Sosial yang menyatakan
diterima akan digunakan scsuai

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemlnrian Bantuan Sosial
berupa uang atau bukti serah terima ba rang atas pcmberian
Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 30

(l) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan
material atas penggunaan Bantuan Sosinl yang diterimanya'

(2) Pertanggungiawaban penerima Bantu,r tl, Sosial meliputi:
a- laporan penggunaan Bantuan Sosial olch penerima llantuan

Sosial;
b. surat pernyataan tanggung jawall yrlng menyatakar) lnhwa

Bantuan Sosial yang diterima teln h <ligttnakan sesuai (lcng&n

usulan; dan
c. bukti pengeluaral yang lengkap dntt sah sesuai <lcttgtttt

ket€ntuan Peraturan Pemndang-undrtngan bagi penerima

Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima

barang bagi penerima Bantuan Sosial hnrpa barang'

(3) Fertanggungjawaban sebagaimana tlirnrr ksud pada avat (2)

huruf i-aai fruruf b disampaikan kcpa<ln ltupati paling lambat

tanggal l0 (sepuluh) bulan Januari t'rbtltr {lrlggaran beriktttnva'
t<ectiati ditentukan iain scsuai ketol)l rlatt I'cr{lturall I'cru'<lrttrg-

undangan,

(4) Pertanggungiawaban sebagaimana <lirnrrksud pada trvtrt l2l
huruf i aisi-pa.t dan dipergunaktttt ok:h penerima ll{rnitr{tn

Sosia,l selaku objek pemeriksaan'

Pasal 3 I

(l) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkrttt lttt<ltr laporan kt'tttttrgttn

Pemerinta-h Daerah dalam tahun angl"rIrn|| |xlrkenaan'

(2) Bantuan Sosial lrcrupa barnng yan11 lrlttrn.diserahkan kr'lttttltt

renerima Bantuan sosial sampai clt'rrgatt rrkhir tahun {rtrl"ll,trrrlll

Lrkenaan dilaporkan sebngni persetl tr r ltrt r I t t lttm nerttca'

Pasal 32

Rentsasi Bantuan Sosial berupa btrtlng tlikonversikan scsttai

standar akuntansi pemerintahan pada lapornn rea-lisasi {rllggAran

a"tt 
-ai""gf"pUo pada catatan atas lapornn keuanga-n dalam

p"ttya,"tt itt laporan keuangan Pemerint'tl h Dacrah'

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

(11 SKPD terkait melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala

atas pemterian Bantuan Sosial yang direncanakan'

I
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(21 SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring
drln llvaluasi secara b€rkala atas petraksanasl Bantuan Sosial
ynng t idak direncanakan.

(3) llrrsil rnonitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(l ) divrmpaikan kepa.da Bupati.

Pasal 34

Dal,am hal hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalarh
Pasal 33 terdapat penggunaan Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan
usulan yang tclah disctqiui, penerima Bantuan Sosial yang
bersan8kutan dikenakan sanksi sesuai ketcntuan Peraturan
Perundang- undangan.

:BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupa.ti ini nulai berlaku :

a. Peraturan Bupa.ti Nomor 43 Tahun 2olg tEntang pedoman pemberian
Hibah (Berita Daerah Kabupa.ten Badung Tahun 20lg Nomor 43)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2019 tentang Perubahar Atas peraturan Bupa.ti Nomor 49 Tahun
2018 t€ntang Pedoman pemberian Hibah (Berita Daerah Kabupa.ten
Badung Tahun 2019 Nomor 9);

b. Peraturan Badung Nomor 64 Tahun 2Oll tentang pe<loman
Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung ,tahun
201 I Nomor 56),

dicabut dan dinyatqkqq tidak berlaku. 
.

pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuudangkan.
fgar setiaq orang mengetahuinya, mem-rintafrkn fongundanganP-eraluran Bupati ini dengan penempatannya det"rn gs61s Oaeirah
Kabupaten lladung.

Ditetapkan di Mangupura

Diunrltngkan di ManguJrura
pada tnnggal 9 Pebruari 2O22

SEKRI.:TARIS D ATEN BADUNG,

ADI ARNAWA
BERITA

ISETDA

PATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR E
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Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

NIP. 19720510 199903 1 008

DAN
SERTA

'e A"teva Yudhva



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNC
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANMN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGCUNGJAWABAN DAN
PEI,APORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN HIBAH

1. 
'E('/'jTAN 

PTI'&ITUIYAf rtslK
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

dan Alqltnat sesual

Tempat, Tanggal.
(pali.ng lambat 31 Mei)

Lampiran:

Hal I Mohon Bantuan Hibah

Kepada

Yth. Bapak Bupati Badung

diUanc/Barans/Jasa 'l

Mangupura
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami (pengunts
dan/atau i&lna Bad.an/Lemhaga ceaual StK?, yang
berkedudukan di Banjar/Lingkungarr (Alamat
Badan/I*nbaga scgua{ Sft, Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil rapat (pengunts dan/atau nama
Badm/Lenfuga scsual Sff? disepakati unruk (Irlrrzrohoncrn
bardqsarkanB.A. Rapae

Karena kemampuan (pcngann darlatau nam.r
Bad,an/lcmbaga sesual SIf? yang kurrrng, rierta banyaft n yrl
kebutuhan dasar yang harus dipenulri, Eler.sama ini krrnrj
mengajukan permohonan bantuan untuk (pennohonan
bctd,atarken B.A. Rapae kepada Bupati fladung, dengan
penuh harapan semoga Bapak berkenan rnembRntunva.
I. LATAR BELAKANC

2. MAKSUD DAN TUJUAN

AI.AMAT PENERMA HIBAH

3. MANFAAT



Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Susunan Pengurus.

3. Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga.

4. Pengesahan Badan/kmbaga

5. Surat Pernyataan tidak menerima ltibah terus-menerus

setiap tahun alrggaran.

6. Berita Acara Rapat.

7. Cambar Desain Bangunan (untuk fisik) <litandatangani t>lt'lr

tenaga teknis pendamping.

8. Foto obyek yang dibantu 07o (untuk fisik)

9. Surat Pernyataan pendampingan teknis (untuk fisik)

terhadap penerima hibah dengan melanrprrkan foto copv

ijazah d,an I atau sertifikat kompetenst

10. Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris rliur llendahara vang

masih berlaku.

Demikian permohonan ini kami srrmpnikan kehadaltttn

Bapak atas perhatiannya kami ucapkan lllinrn l<asih.

Sekrelrr ris/ scltutan lain,

Mengetahui :

' Pelbekel/Lurah/sebutan lainnya Kelian [Jr'. Dinns /
Kepala l,irrgku rr gan / sebut:t tr
lain.

Ketua/ sebutan lain,

Camat/ sebutan lain

Catatdn:
Tanda *) pilih salah satu/ hapus gang tidak perlu

+



AI,AMAT PENDRIMA HIBAH

2. W'TATAN TFT.NISX
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH

dan Alamd sesuo'l

Nomor :

Lampiran:

Hal :

..., / .... / (dari Badan/ Lembaga)

Mohon Bantuan Hibah

Uanc/Barans/Jasa ')

Mrrngupura

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawalr ini kami (pengunn
dan/atau Iiftrnta Badan/Lamhaga 1,cstal S13t, y^'g
berkedudukan di Banjar/Lingkungnn (Alarnat
Badanlle;tttla.ga sesual SKn Desl/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Badung,

Berdasarkan hasil rapat (pangurtts dan/atau nama
Badan/Lcnbaga sesual SK? disepakati untuk (permolwnan
betda.n*qnB.A. Rapae

Karena kemampuan (pengutltt dan latau trarrno
Badanllembaga sesuc;l SI(T yang kurang, serta banyaknya
kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bersama ini kami
mengajukan permohonan bantuan untuk (ltennohonan
berdasarkan B,A. Rapae kepada Bupati Badung, dengan
penuh harapan semoga Bapak berkenan membantunya.
1. LATAR BEL.{KANG

2, MAKSUD DAN TUJUAN

3. MANFAA,T

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Susunan Pengurus.

3. Surat Keterangan Domisili Badan/kmbaga.
4. Pengesahan Badan/ Lembaga

Tempat, Tanggal.............
(paliru lambat 31 Mei)

K epnrla

Yth. tlapak Bupati Badung

rl i-

t



Ketua/sebutan lain,

5. Surat Pemyataan tidak menerima hibnh terus-menerus

setiap tahun anggaran.

6. Berita Acara Rapat.

7. Susunan rangkaian upacara (untrrk kegiatan upalrrnl

keagamaan).**)

8. Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris rlan l]endahara ynrrg

masih berlaku.

Demikian perrnohonan ini kami Bampaikan kehadapart

Bapak atae perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Sekre taris/ sebutan lain,

Mengetahui:

Perbekel/Lurah/sebutan lainnya Kelian Br. Dinas /
Kepala Lingkungan / sebutan
lain.

Camat/ sebutan lain

Catd,a^:
a. Tanda r) pilih salah satu/ hapus gang tidak perlu
b, Tanda "*) Uraian nomor 7, jika btkan upacara keagamaan digdnti dengan Jbto

pengurus dan @tggota Badan/ Inmbaga



B. FORMAT SUSUNAN PENGURUS BADAN/LEMBACA

1.KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENIiRIMA HIBAH
ALAMAT PENDRIMA HIBAH

(Ncna dd.n Alamat sesual SIf?,

SUSUNAN PENGURUS
N ama B adol Lemb ag a (Nama Sesucl SX?)

Ketua/Sebutan lain
Sekretaris/ Sebutan lain
Bendahara/Sebutan lain
Anggota

(Nama sesual KTP)
(Nama sesual KTP)
(Nama sesual KTP)

l. ..........................
z. .,...,..,,...,.
3. .... . . ... . .... . . .....dst.

Kelengkapan Lainnya sesuai dengan
Contoh : Bidang, Baga, Kesinoman,

Ketua/sebutan lain,*)

sebutan lembaga yang bersangkutan.
Seksi dan yang sejenisnya.

Sekret aris/ sebutan lain,*)

Mengetahui:*)

Perbekel / Lurah/ sebutan lainnya Kelian Br. Dinas /
Kepala Lrngk u ngan /sebutan
lain,

Camat/sebutan lain

Disahkan:**)
(nomor, tanggal, bulan, tahunl

Kepala lnstansi \rertikal/ Kepala SKPD Kabrr pntr,rr lladung

cat(rt.In:
a. 'fanda ') Penandatanganan pada susunan p(n(,un;.s paling setltil

memuat seperti tersebut diatas.
b. 'tanda ") Jika lembaga telah memiliki surat kclruhtsan pengesahurt,

maka stsl.tno,n pengurus tidak pertu disahkan oleh Kepala lnstrursi
Veftikal/ Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/ kottt,

I



2, KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Na na. dan Alo;ma;t sesual SKIJ

SUSUNAN PENGURUS
Nama Badan/Lemboga (Nama Sesual Str(?)

Ketua/Sebutan lain '. (l{ama sesual KTP)
Sekretaris/Sebutan lain : (Nama sesuo;l KTP)
Bendahara/Sebutan lain : (I{ama sesual KTP)
Anggota : Terlampir.

Kelengkapan lainnya sesuai dengan sebutan lembaga yang bersangkutan.
Contoh : Bidang, Baga, Kesinoman, Seksi dan yang se.jenisnya.

Ketua/Sebutan lain,*) Sekretaris/ Sebu tan lain,*)

Mengetahui:*)

Perbekel/Lurah/Sebutan lain, Kelian Br. Dinas ,/
Kepala Lingku ngan/Sebutarr lain,

Camat/Sebutan lain.

Disahkan:r*)
(nomor, tanggal, bulan, tahun)

Kepala Instansi Vertikal/ Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/kota,

*catatan :
a. Tanda ,) Penandatanganan pada sustnan pengurLl.s paling sedikit

memuat seperti tersebut diata.s.
b. '|'anda **) Jika lembaga telah memiliki atrat keputusan pengesahan,

maka s.;lsl.tnan pengurus tid.ak perlu di.sahkan oleh Kepala Instansi
Vertikal/ Kepa|a Perangkat Daerah Kabupaten/ kota.

4.



KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENIIRIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Nama dan Alamat se.suoi SKT,

DAFTAR ANGGOTA

1......................

2.................dst

Kctua/ Sebutan lain,*) Sekret r r ris/ Scbutan lain,')

c(ltot(ln:
Tanda.*) Penandqtanganan pada $rsunan pengurus lxtlintl sedikit ntemu(rl
sepeftt terse but dt rltas.



c. SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBA(iA

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISI LI BADAN / I,! M I}AGA

Nomor : ...................

Yang bertanda tangan di bawah ini Perbekr'l/Lrrlrrh

Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi..

mcnerangkan dengan sebenamya bahwa :

Nama Badan/Lernbaga : (Nama Badan/I*mbagc .€sual Srfq .........
dengan susunan penguru s terll mpir.

Alamat : (AlamatBad,an/I*mbagc sesual Sf?)..........

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar

Badan/Lembaga tersebut di atas berdomisili di

Banjar/Lingkungan/sebutan lainnya Desa/Kelurahan

Kecamatan Kabupaten/kota ............... Provinsi............, dan

telah dibentuk/ berdiri sejak .. . . .. ... tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya

untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

20....

Perbekel / Lurah / Selru tan lain

[*



D. FORMAT RENCANA ANGGARAN tsIAYA

KoP SURAT BADAN/LEMBAGA pENrr)frrMA r{rBAH
AI.AMAT PENERIMA HIBAH

(Nuna dan Alo;molt sesuqt SKI|

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAIt)

Harga
Satuan

(Rp)

Jumlah
(Rp)

Ketua/Sebutan lain, Sekretaris/Sebutan lain, Llcnrlrrhrrrn/Sebutnn lain,

L

Volume I Satuan



E. FORMAT BERITA ACARA RAPAT

1. KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Ilana dan Alamat sesucl StrO

BERITA ACARA
RAPAT

Pada hari ini ............ tansgal (Sabelum tgl Surwt Pcrmohonanl bulan
tahun, dua ribu ................ pukul wita s.d.

Wita, bertempat di telah dilaksanakan l?noat
dihadiri orang dengan agen<la

Dengan keputusan :

l.
2.

3. Disepakati untuk mohon bantuan hibah kepada lbnrerintah Kabupaten
Badung

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar- bennrnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua/Sebutan lain, Sr:kreta ris/ Sebutan lain,

TANDA TANCAN

A



2. KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENIJRIMA HIBAH
ALAMAT PENDRIMA HIBAH

(Nama d,an Alamat sesual Sff?)

BERITA ACARA
RAPAT

Pada hari ini ............
tahun, dua

Wita, bertempat di

Terlampir) dengan agenda :

Dengan keputusan :

tanggal (Sebelum tgl
ribu ................ pukul

dihadiri

Surat Pcrrm.ohonan) bu lan
u,ita s.d.

telalr <lr Ia ksanakan llapat
l{aciir( )r'at l g, (Daftar

l.
2.

3. Disepakati untuk mohon bantuan hibah kepada lbrrrr.r.intah Kabur).re'r
Badung

Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar lx-'rrirlnya untuk rtlr)rrl
dipergu nakan sebagairnana mestinya.

Ketua/ Sebutan lain, Sekrr.trrris/ Sebutan lain,

n-.



KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Nama danAlamat scsucl SKQ

DAFTAR HADIR

HARI/TGL

ACA'TA

Ketua/Sebutan lain, Sekretaris/Sebutan lain,

,TANDA TANGAN



F. ITORMAT SURAT PERT{YATAAN TIDAK MENERIMA I{IIIAII TERUS
MENERUS

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENEITIMA HIBAH
AI,,AMAT PENERIMA TIIBAH

(I{antr dan Alomat sesual SX?)

SURAT PPRT'IYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH
TERUS-MENERUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. Nama

KTP. No.

Jabatan

Alamat

2. Nama

KTP. No.

Jabatan

Alamat

(SacudK7,P|

(SccualE?P|

fSccua{ Susuncrn Pengurusl

(ScsuolKTn

tscsuo'lXf,
(9csual EIP)
(*tutl| Sfuarnan knganvs)
(*sualK77l

Bertindak untuk dan atas nama Badan/Irmbaga: (Ituma Badan/Lembaga
ccaual SKTI

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupatcn Badung, dengan

ini kami menyatakan bahwa Badan/ Lembaga yang kami pimpin memang

benar tidak menerima hibah terus-menerus setiap tahun anggaran.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan

dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pemyataan kami

tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan

perundang-undangan.

(Bcbclum/rema dgn tgl Surrt Pcrmohonanf

Kami yang menyatakan,
Ketua/Sebutan lain, Sekretaris/ Selru tan lain,

A



G. FORMAT SURAT PERI.IYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PDN!:RIMA TIIBAH

(Nama danAlamat sesual SX?)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMDN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l. Nama Ketua/Sebutan lain
KTP No.
Jabatan
Alamat

2. Nama Sekretaris/ Sebutan lain
KTP No.
Jabatan
AIamat

: (Sesual K7?)
: (Sesual KIP)
: /Seszcl susunan pengunts)
: (SesuatKT?)

: (Seant Kfl
: (SesualKT?)
: fSesual susundn pengunts)
: (Sesuat KTP)

Menyatakan dengan sebenamya bahu'a seluruh dokumr:n pengajuan Akun
e-Hibah dari:

Nama Badan/ Lembaga
Alamat Badan/l,embaga

: (Nama Bad.an/Lembaga sesual SKT)
: (Alamat Badanfl.cmbagc sesucl SK?)

adalah benar dan menjadi satu kesatuan yang tirlrrk rlapat dipisahkan.
Apabila dikemudian hari ditemukan dan/atau rlrlruktikan a<larrr,a
penipuan/pemalsuan atas dokumen akun yang kami snmgririkan, maka liirnrr
bersedia dikenakan dan menerima sanksi sesuni rlt.ngan perat rr rillr
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pemyataan ini kami lruat untuk selan.iutn\,rr rlapat digunrrl<rrrr
sebagaimana mestinya.

20..
Kami yang menyatakan,

l(etua/Sebutan lain, SekretA Iis/ S(,lrutan lain



II, IIORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN CAP/STEMPEL
I]ADAN/LEMBAGA

i{OP SURAT BADAN/LEIVIBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENDRIMN I IIBAII

(Nama danAlamot sesudi SI( ?,

SURAT PERNYATAAN

bawah ini:l(ami yang bertanda tangan di

I . Nama Ketua/ Sebutan lain
liTP No.
.Jabatan
Alamat

lsesuai xrel
(Sesuct i KTP)
/Sesual susuncn pengurus)
(Sesuat KTP)

lSesual KTP)
(Sesuai KTP)
{Sesuci susanan pe ngurus)
tSesual K'tP1

cap/ stempel lrr rrlatt/ lcmbagzr (Nuna
terscbttt di bawalr itr i

2. Nama Sekretaris/ Se butan lain
KTP No.
.Jabata n
AIamat

clcngan ihi mcnyatakan bahwa
Badan/Lenrbaga sesual SKT/ yan11

Adalah memang benar cap/stempel badan/iembaga (Nanna Badan/I*mbaga
sesuai SKfl yang berkedudukan di.,....(alamat sesua{ SKT).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengarr scbcnitr-bttnarnya dan
erpabila di kemudian hari ditemukan dan/atau dibuktikan adanya
penipuan/pemalsuan atas cap/stempel yang kami sampaikan, maka kami
bersr:dia 'tlikenakan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan
peru ndang-undangan yang berlaku.

....',.'.,..,,...,,,2o.,
Kami yang rnenyatakan,

Ketua/Sebutan lain, , Sekreta ris/ Sebutan lain

I

F*-,-l
I r0.000 l



FORMAT SURAT PERMATAAN PENDAMPINGAN TEKNIS TERHADAP
PENERIMA HIBAH

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENEIIIMA HIBAII
ALAMAI' PENI)RIMA IIII]AI I

(Nama dan Alannat sesuai SXT/

Yang bertanda

l. Nirma

K'fP. No.

Pcndidikan

Alamat

No.Telp

SURAT PERNYATAAN PENDAMPINCAN'IEK NIS
TERHADAP PENERIMA HIBAI I

tangan dibawah ini :

(Sesua| KTP)

(Sesual KTF)

(Sesual tJc,sah)

(Sesu(,;l KTP)

2. dst.

Dalam ralgka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Ba<lung, dengan

ini Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami bersedia me lakukan

pendampingan teknis terhadap penerima hibah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan

clari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya

t.idak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

peru ndang-undangan.

(Sebelun/sama
dgn tgl Surat Permohonanf

yang menyatakan,
Nama/ Koord inator,

^L

dst

___,--



.J, I.'ORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESNIIAN KI,, SXI,I)I'BRKAIT

KOp SURAT BADAN/LEMBA()A t)ENt,jtrrMA HrBAr{
AI,AMAl I'I,]N J.]IIIMA I III ]AI I

(Nama do,n Alamo,t sesuci SI( T/

Nomor.. | 1...". I ..... 
Kepada'

Lamp : 2 (dua) lembar Yth' Kepala SKPD
rli _

Perihal : Mohon Penqesahan Mangupura

'l'r r nggal

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengesahan
badan/le'nbaga sebagai salah satu porsyaralan permohorrarn
Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Bcrkenaan hal tersebut, bersarma irri karrii mohon
pengcsahan Badan/Lembaga terlampir. Sebagai bahan
pertimbangan kami lampirkan Surat Kcterangan Domisili dan
Susunan Pengurus.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kehadapan
Bapak atas perhatiannya karni haturkan tcrinra kasih.

KctLra sebutan lain, Sr:krt'l rrris/ sebutan

lain,

Mengetahui :

Perbekel/ Lurah/ . Kclrrrn llanjar Dinas/
sebutan lai r, I(cpirkr l,ingkungan/

S('l)u til n li r in nva,

Camat/ sebutan lair-r,

)



K. F'ORMAT PENGESI.HAN BADAN/LEMBAGA OLEII SKPD 'TIIRKAIT

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD)
NOMOR

TENTANG

PI.]NGE$AHAN (NAMA BAr)AN/LEMBAGA)

KEPA1A................ (sr(PD),

a. bahwa memperhatikan Sur:tt Permohonan dari
Nomor tanggal

perihal permohonirn pcngesahan;
b. ...... dst..

1. Undang-Undang Ncimor 69 'l'alrtrr-r 1958 tenlirrtg

2. Undang-Undang Nomor 23 'l'irhrrrl 2014 tent:rrr'-1
sebagaimanrr tclah diltlrr r lr

dengan.........l
3. Peraturan Bupati Badung Notttor

Tahun ........ tentang l)c<loman Pcmberiatr
Hibah;

4.....dst....;
MEMU'TUSKAN .

Memberikan Pengesahan kcpaclir :

...( NAMA
BADAN/LEMBAGA).
Berkedudukan di ...........
sebagaimana Surat. Kt'tcritttli;tn Dorr r isili
Badan/ Lembaga dari Perbekel/ l.r rral r ..............

Keputusan ini mulai bcllrku prrrlrr lirrrllgal .........

Iiepr,rtusan ini rliszrmperikrrn kepada \,r1i
bersangkutan unluk rlr r;ritt dipergunr rli;rr r

sebagarmana lnestinya.

Ditclrl rhirrr r Ii Mangupur
padir tlrnggirl

KEPAT.A ...............(SKPI)),

Namir
PanSkirt
NIP,

Mt'nimbang

Me ngingat

Mcnctaotan
KESATU

KE;DUA

-5

I



L. F'ORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DARI KEPALA SKPD
lERKAIT.

KOP SLIRAT SKPD

Nomor

Silat

Lampirah

Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth' 
'

l. Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Iiesejaheraan Rakyat Setda Kabupaten Badung;

2. Inspektur Kabupaten Badung; dan
3. Arsio .

Kr:pada

Yth. []upirti Badung

r-r.p. TAPD Kabupaten

Rekomendasi Pemberian Hibah l3; rcl r.r r r g

tlr-

MrUtgupu_la

Berdasarkan hasil ieview Irrspt:l<torat Kirbupirlcrr

Badung terhadap evaluasi atas usulerrr trrlrirh (propr>sal) ,lrrri

pemohon hibah dan sesuai ketentuan vilnlr, lrcrlaku, br)rr;rrrrrir

ini dengan hormat kirmi merekomendir rrr kil r r 1x:mberian Hrlrrrlr

sebagaimana terlampir.

. Demikian untuk menjadikan per rksa.

l(r'pala............ (SKl'l )),

Nrrtna
Pi I ngkzl I

NIP.

1



lampiran Surat .................
Nomor :

Tanggal :

Perihal :

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA I III]AH
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATIiN IIADUNC

TAHUN ANGCARAN ..........

Nama
Badan/Lembaga

Keterangan

Kepala............ (SKPD),

Nama
Pangkat
NIP.

No Alamat Usulan
(Rp.)

Rekomendasi
(Rp).

Jumlah



M. FORMAT SURA'T PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAII TJAN(i

KOp SURAT BADAN/LDMBAGA PENEI{tMA t{tBAH
AI,AMA'I' l,t.tNt {MA I ltAt I

(No'ma dtrn Alamat sesudi SKT/

Norn,rr :./..1... ' l(eparl,r

l'arnllirttn : - ytlr. Keparrr sKr'r )
llrrl : Pcrmohonan Pencairan. 

Hibah Uane Kabul)/rlen ll dung

dl-
Marlgupulrl

i Sesuai dengan Keputusan Br-rpati Badung
Nomor : ...lOllHKl20.. Tanggal ....... 20... tentang Pcnetapan
Pemberian Hibah di Kabupaten Badung Tahun .... , dengan ini
kami mengajukan Permohonan Pencairan Hibah Uang untuk

Kabupatcn Badung Tahun
Sebesar Rp. ..............,00 (. ................ rupiah ).

Demiki:rn permohonan kami sampaikarr dan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua. Sc l<rc tirri s,

lt

l-
.f



N. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIE}AH DAERAH lNI)HDI

KOP SURAT SKPD

Pada hari

I|ASKAH PER.'AI|JIAIT HIBAII DAERTII

AITTARA

KEPAI,A SKPD..............KABUPATEN BADT'NG

DENGAIT

'....................

NOMOR: TAHUN.............

NOMOR : ..........,.................

tanggal bulan .............. tahun
bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di

Kepala SKPI )............. Kabuptrtt:rt

Badung, d:rlatl hal )l

bertindak ttrttuk dan atas natnit

Pemerintah KabuPaten Badung,

di Pusat

M angupraj a

Mandala, ,lrtlan RaYa SemPidi'

Mengwi, llir<lung, Bali,

PIHAKselanjutnya r lisr'lrt.t t

PERTAMA.

yang drtlrtm

hal ini beltindrrk untuk dan Irlitri

nama ...... Nontor h l'l)

.,...., berkedudlll(rrll

dl ...........,

sclatriutnyr t

KEDUA.

bawah ini:

berkeduduka n

Pemerintaha n

r lis<:but PIIIAK

I



PIHAK PERTAMA dan ptHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
dengan ini setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Naskah
Pe$anjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal I

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan penrerintah pengganti

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan L€mbaran Negara Republik Inrlonesia Nomor 5589 ).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 I 9 trntang Pengelolaan

Keuangan Daerah llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Reprrltlik lndonesia Nonror

63221;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 'lalrrtn 2020 tenlrrng

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daeralri

4. Peraturan Bupati Badung Nomor 'l'rl-hrtn 2022 tentuurR

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan rlan Penatausalrnnrr,

Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evalrrasi

Hibah dan Bantuan Sosial;

6. Keputusan Bupati Badung Nomor tentan!l

BelanjaPenetapan Penerima Hibah pada Anggaran Pendaputan dan

Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......

TUJUAN BAN'IUAN HIBAH

Pasal 2

'fujuan pemberian hibah

dipergunakan untuk

oleh PIHAK PERTAMA keoada PIHAK KEDUA



JENIS HIBAH

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang/barang/jasa't

kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.

(21 Pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (l)

bersumber dari Anggaran Pendapatan dnn Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......

HAK DAN KEWA.JIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(l) Hak dan kewajiban PIHAK PFIRTAMA adalah selrngtti berikut :

a. PIHAK PERTAMA berkewajibarr mencairlotn

uang/ meny erahkan barang atau janrr') apabila sehrrulr

persyaratan dan kelengkapan berkas lrcngrtiuan penclur nl'l

uang/penyerahan berang atau jasa') telah rlipenuhi oleh PIIIAK

KEDUA.

b. PIHAK PERTAMA berbak melaksanakan evtluasi dan monitoring

atas penggunaan dana hibah/pemberian hilnh'l yang digunakal

oleh PIHAK KEDUA.

c. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan/penyerahan') hibah

apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab secara

formil dan materiil atas hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA

sebagaimana tujuan permohonan hibah.

b. PIHAK KEDUA melaksanakan penerimaan hibah sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

c. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan

penggunaan hibah.

d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana Hibah secara transparan,

normatif dan akuntabel.

e. PIHAK KEDUA dalam mengelola dana Hibah wajib menerapkan

prinsip hemat, efektif dan efisien.

l

I
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PELAPORAN DAN PERTANGGU NCJAWAT}AN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wqiib menyampaikan laporarr penggunaan hilrnh

kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggnl t() bulan Jantrnri
tahun anggaran berikutnya.

PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pertarrggr.rrrgjawawaban rrrrrs

penggunaan dana hibah uang/barang/jasa 't yrrng diterima rlnri

PIHAK PERTAMA.

I,AIN.LAIN

Pasal 6

Apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuni dengan usulan yang

telah disetujui, penerima hibah yang bersangku tan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 7

Naskah Pe{anjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah
Pe{anjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangkap 2 (dua), masing_ masing
sarna bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang
sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK I'ER'I'AMA

(.. .. ..... .... ... .. .. ... . .. ... . .... .. ... . .. . .. t

Catatan:
') coret/hapus yang tidak perlu



O, IIORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENBRIMA HIBAH

ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Nama do,n Alamct sesuci SI(f,
.,

Kami yang bertanda

l. Nama

Jabatan

Alamat

Nomor Telp/ l{P

'2. Nama

Jabatan

Alamat

Nomor TelP/l{P

PAKTA INTEGRITAS

tangan dibawah ini :

:/Sesuci K?'P)

: (Sesucri susuncn pengunts)

:(Sesuci KTP)

:/Sesuai KTP)

:

:(Sesuai KfP)

Mengetahui,
Perbekel/ Lurrrh/ Sebutt;tn lain,

clalam " rangka pelaksanaan hibah yang diberil<arr <lleh Pemet'ittlitlt

Kabupaten eaaung Tahun .... dengan ini menyit[ill<irlr bahu'a katttt :

a. akan ,n..,ggrn.kan dana sesuai dengan yang tr:lalt <litetapkan tl;tlitttl

Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
b. bertanggung'iawab secara hukr-rm atas pelaksanititn hibah;

o. m"lopoikan-pclggunazrn hibah sesuai ketentuirlt )/irll[4 tertuang dirlettn

Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
cl. tidak secara terus-menerus ntencrima hilxtlr rlirri Pt'merintith

Kabupaten Badung
c. tidak tcrjadi kor.flik kepentingan'

Apabila kzrmi melanggar hal-iial yang tclah.kittrrt tl\';rlitkittt clirlittn I'ilktlt

lntegritas Hibah ini, [ami bersedia dikc'akarr satrl<si scstliti dt'trg:ttr

ketentuan peraturan perulldang-urrdangan'
Demikian surat pernyataan ini dibuat dcngan st'bcttitt'ttya urltuk tlrrpitt

clipergunakan sebagaimana mestinl'a'

Bertindak untuk dan atasi

' Badanfi.emhaga sesuci SI(T/

Kqtua/Sebtttan lain,

nama Ba<lirn/ l,embaga..-..(Nama

20

Sekretarir;/ lit:'l rr r I itn lain,

)

*il1
r0.000 

I



P' FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGCUNAAN HIBAH

KOP SURAT BN)AN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAI.I

(Nama d.an Alamat sesuort SKT/

20.......
Nomor : , . . . . . . I . . | . . . . I . . . . . Kepada
L.lmp :. - Yth.Bapak Bupati Badung
Perihal : ' Laporan Pertanqsunqiawaban u.p. Kepala SKPD......

Kab.Badurrg
ol-

llmrp.:l

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah, bt.rsama ini kami
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaar) hibah sebesar
Rp. .............. yang sudah kami pergunakrin sesuai dengan
pertanggungjawa ban seperti :

l Laporan Penggunaan Hibah.
2. llukti -bukti pengeluaran (berupa kwitansi/not:r) rl;rn rir. jt:n isr.ry:r.
3. Iroto (100 %) Obyek yang dibantu.
4. Foto copy Rekening Bank BPD Bali/Bank Pe mcrintirlr (rrntuk Il;rcl;rn

tlan Lembaga yang berkedudukan di luar wrlrryrrlr administnrsi
l)emerintah Provinsi Bali).

5. Foto ibpy KTP Ketua /sebutan lain (Penerima Hibrrh)
l)emikian kami sampaikan untuk dapat dipergtrrrilkrrrr sebagaimarr,r

mes tinya.

Hormat Kami,
Ketua/Sebutan lain, Sck rlt.trr is / Sebutan larrr,

M engetah tri,
Perbekel/ l,urah/ Sebutan lairr,

Tembusan disamdaikan kepada Yth:

1.PPKD

I
T-



Q. SDA FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIINERIMA HIBAII

KOP SURAT BN)AN/LEMBAGA PENERIMA HIBAII
ALAMAT PENERIMA HIBAH

(Nanna dan Alamat sesual SKTJ

Nomor Telp/ HP

2. Nama

Jrrbatan

Alamat

PERNYATAAN PERTANGGUNG.IAWABAN PI'NEIIIMA HIBAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

l. Nama : (Sesuo;l KTP)

Jabatai : /Sesucl susuncn Pengur'tts/

Alamat : (Sesual KTP)

: (Sesuat KTP)

: /Sesual susunan PengurusJ

: (Sesuai KTP)

Nomor Telp/HP :.....".............

llertirrdak untuk dan atas nama Badan/ Irmb,aga.....(Noma Badan/I*nbaga

sctual SKT)

Dengan ini menyatakan bahwa hibah yang katrri terima sebesar llp.

sudah kami gunakan sesuai dengtln yang tertera

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan bukti pcngeluaran kami

simpan tutuk digunakan sebagai pertanggungiawrr ban rlan pendukung

kepada aparat yang akan memeriksa'

Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

)0

l(ami yang menyat;kan,

Ketua/ Sebutan lain, Sekretaris/ Scbutan lain,

I



R. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

KOP ST'RAT BN)AII/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAII

(l{ama dan Alamat scsua{ SXI)

LAPORAN PENGCUNAAN HIBAH BBITI.,IPA UANG

Hn rga Satuan Jumlalr

Ketua/Sebutan lain, Bendahara/Sebutan lain, Sekretaris/Sebutan lain,

IRI PRASTA


